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Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka Sidang DIVERSI An. Hamza bin Rambe di Polairud Polda Sulteng Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu Nomor ST. 014/BPHL.XII/P3HP/01/2023 tanggal 27 Januari 2023.
Kegiatan ini dilaksanakan di Polairud Polda Sulteng Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan upaya mediasi antara tersangka dan korban atas dugaan pengerusakan hutan negara.  
Laporan perjalanan dinas ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kronologis sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan dan PUHH dan tindaklanjut Balai.
Demikian dan diucapkan banyak terimakasih.

Palu,       Januari 2023
Pelaksana,
Haryono, S.Hut., M.Si
NIP. 19740508 199703 1 005
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).
Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
B. Maksud dan Tujuan
Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

C. Sasaran
Sasaran dari Kegiatan ini adalah Hamsa bin Rambe yang telah turut serta melakukan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHH.
II. METODOLOGI
A. Waktu dan Lokasi
Kegiatan Diversi dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023 sesuai Surat Tugas dari Kepala BPHL Wilayah XII Palu Nomor ST. 014/BPHL.XII/P3HPHL/01/2023, tanggal 17 Januari 2023. Adapun lokasi dari pelaksanaan Diversi adalah Polairud Polda Sulteng di Labuan Wani Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.
B. Metode Pelaksanaan
Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara langsung di lapangan terhadap Hamsa bin Rambe, wawancara dan sidang dengar pendapat antara korban (KLHK) dan pelaku serta instansi terkait (Kepala Desa, Penjamin anak, Dinsos, BAPAS dan Penyidik Polairud).
III. HASIL PELAKSANAAN 
A. Dasar
1. Laporan Polisi Nomor LP/A/01/I/2023SPKT.DITPOLAIRUD/Polda Sulteng tanggal 24 Januari 2023;
2. Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin sidik/01/I/2023/Ditpolairud tang tanggal 24 Januari 2023;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Nomor W24PK.01.05.566 tanggal 15 Agustus 2022.
B. Hasil
Pertemuan musyawarah pada tanggal 30 Januari 2023 di Kantor  Ditpolairud Polda Sulteng, dengan hasil sebagai berikut :
1. Pihak pertama telah setuju untuk dilakukan penyelesaian perkara yang telah dilakukan proses penyidikan oleh Dipolairud Polda Sulteng untuk dilakukan DIVERSI dan tidak akan menuntut perkara ini sampai ke pengadilan dengan pertimbangan pihak kedua adalah anak dibawah umum;
2. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe agar tidak terjadi atau mengulang perbuatannya lagi;

3. Anak Hamza bin Rambe tinggal dirumah Kepala Desa Matube Kecamatan Bungku Utara Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah dan mengikuti kegiatan belajar mengaji dan membaca selama 3 (tiga) bulan;

4. Pihak kedua (keluarga Tersangka) meminta maaf kepada pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng dan sangat mengharapkan untuk permasalahan ini khususnya anak Hamza bin Rambe untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses DIVERSI;
5.  Pihak kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak Hamza bin Rembe dan akan memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pihak pertama telah setuju untuk dilakukan penyelesaian perkara yang telah dilakukan proses penyidikan oleh Dipolairud Polda Sulteng untuk dilakukan DIVERSI dan tidak akan menuntut perkara ini sampai ke pengadilan dengan pertimbangan pihak kedua adalah anak dibawah umum;

2. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe agar tidak terjadi atau mengulang perbuatannya lagi;

3. Anak Hamza bin Rambe tinggal dirumah Kepala Desa Matube Kecamatan Bungku Utara Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah dan mengikuti kegiatan belajar mengaji dan membaca selama 3 (tiga) bulan;

4. Pihak kedua (keluarga Tersangka) meminta maaf kepada pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng dan sangat mengharapkan untuk permasalahan ini khususnya anak Hamza bin Rambe untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses DIVERSI;
5. Pihak kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak Hamza bin Rembe dan akan memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe.
B. Saran

1. Pihak kedua untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe agar tidak terjadi atau mengulang perbuatannya lagi. 
2. Pihak kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak Hamza bin Rembe dan akan memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap anak Hamza bin Rambe.
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